
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2006

TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas

pengurusan Piutang Negara, dipandang perlu untuk
menyempurnakan bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang
Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
bentuk, susunan, dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan
Piutang Negara harus diatur dengan Peraturan Presiden;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2104);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA.

Pasal 1

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN
adalah suatu Panitia interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara.


